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Dari 30 koperasi yang

penr:abutan badan hukumn-
ya sudah diumumkan oleh
Dinas Koperasi, UKM, Perin-
dustrian, dan Perdagangan
[Diskoperindag) Badung
bebrlrapa waktu lalu, baru
satu koperasi yang mel-
akuk:an komunikasi dengan
pemerintah, yakni lesiapan
untuk berbenah.

"Baru satu yang meny-
amp,rikan kepada pemerin-
tah bersedia aktif lagi dan
akan melakukan MT [ra-
pat anggota tahunarrJ. Se-
dangkan yang lain belum,"
kata Kepala Diskoperindag
Badung I Ketut Karpiana,
Minggu (7/rI).

Srrbetulnya dari 561
kopr:rasi yang ada di
Badung, 106 di antaranya
dinyatakan tidak aktif.
Meski begitu baru 30 kope-
rasi yang telah diberikan
surat pembubaran. Dan
yang lain masih dalam ta-
hap pembinaan. Menurut
Karpiana, keputusan mel-
akukrn pembubaran untuk
menghindari pencemaran
ke koperasi-koperasi yang
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dilakukan naan saja
Karena an fukumnya
kan belu dic{but. Tapi
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nnyp melaluipengesah
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Bila dalamselanj utn
waktu yan ditentukan,

icabut badan

Puluhan koperasi yang
disurati adplah koperasi
yang tidak af,tif{an bebera-
pa kali tidak meiaksanakan
kegratan Mt Pengumuman
pembubara{r ini telah dua
bulan lebih, yakni Agustus
20-15 lalu, dipasangdi selu-
ruh kantor chmat S-Kabu-
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'Benang Ku 'Tunggakan PHR

mengenai makin me4u

dalam pertemuan itu, para pe-
milik hotel dan restorin tidak
ada niatan untuk me4unggak
da-n menggelap pajak ya ng
seharusnya mereka bayarkan
ke pemerintah.

"Hanya saja, hal tersebut
terpaksa mereka lakukan un-
tuk menginqatkan D emerin-
tah. Sebab, silama ini pemer-
intah hanya menuntuf kewa-
jiban para pelaku pariwisata,
sementara hak mereka banvak
terabaikan,'ujarnya.

Dalam pertemuan itu mer-
eka banyak yang mengaku
belum mendapatkan ha k nya
sebagai mana mestinya. Laniut
Mastrem, hak vane mereka
ma ksud kafr adaiah k--urangny"
promosi wisa ta hingga soal
belum optimalnya pe q a taan
obiek wisata di Kabupaten
Bangli. Mereka menuntut
pemerintah meningkatkan
anggaran promosi.

"Sebab, promosi selama
ini dinilai minim, akibatnya
kunjungan wisata di Kin ta -
mani maupun objek lq in nya
kurang maksimal. Disisi lain,
mereKa Juga menuntut su_
paya pemerintah jangan hanya
metnpromosikan objek wisata
yang telah dikenal, melainkan
mempromosikan obiek yang
sera ma lnt terpendam, na mun
potensial dikembangkan se-
bagai dinasti p ariwisa ta di
Kab-upaten Bangli,' sebutnya.

Katau pemerintah mau
memen uh i hak-hak itu,
maka mereka pun bakal siap
memenuhi kewajibannya. pei-
temuan kedua bakal segera
dilaksanakan. Kalau iadlwal
sudah'siap, pihaknya juga
DaKal mengun dang awak me-
d ia. -- cr53

gli, I Ketut Mastrem, rh
ber pihaknya bakal mela kan

kanpertemuan untuk men
masukan mengenai
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masukan untuk mengemb:
kan pa riwisata Bangli, Se
Itu, ,elasnya, pertemuan j

d imaksuaka; untuk m
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puknya tu nggaka n Pal!k ftq
dan Restoran (PHR) di t{rt
paten Ba ngli. Wakil masfal
kat Bangli ini bakal berulra^dL Ddlltl| lflt oaKat Derufl)

Ie.lqr.r? i benang kusut 1,
laqr Dtang ma ktn bqsa l l

tunggakan IHR yan! b{l
rerbayart(an. I

Awak Komisi Il DPRD

pengusaha hotel dan rtist
melalaikan kewajiban

"Kami bakal ketm
mengumpulkan merefa,
tuk membahas perJo
tersebut,"uiar Maslrer{,
sglu U /11).

Kata polisi PDIP as
Katung, Kintamani ini,

pat mengadakan pert+ m
dengan pelaku pariwiCat

carikan nasukan dan sol
terkait ma kin tingginya tu
gakan PHR di Kabupaten
ngl l.

bahasan soal tunggakan
jelas politisi ini, se ja

Edisi | *t;a,L Navznkl zotl 
l

Haf t8 |

pengusaha yang nur
PHR," ujarnya.

Lantas saat didesak
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KETUA DPRD Buleleng I Gede Supriatna I

curah cair di Pelabuhan Celukan Bawang Tr'*i]l" lokasi proyek dermaga

masalahan serius dan.ilirus kita
sitapi dengan serius," l_<atanya.

Menurut Supriatna, banyak hal
y+ng perlu diketahui dhti rencana
pEmban'$unan der.maga curah
cair ini. Karena itu,,pihaknya akan
meminta lenjelagan dan data
terkait proyek dermaga curah
cair itu dari pihak Pelindo III dan
pihak terkait.

"Setelah kami memantau, kita
segara agendakan dengdr penda-
pat bersama pihak terkait dalam
proyek tersebut. Intinya, segala
bentuk perizinan proyek ini harus
dipenuhi baik itu yang diterbitkan
pusat atau yang diterbitkan di
daerah. Kami tidak ingin masalah
ini menjadi polemik panjang, seh-
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ingga pemerintah bisa men[am-
lil langkah tegas dan maJalah
terselesaikan dengan baik," tegas
politisi PDIP asal Desa Teja[ula.

Kunjungan Ketua Dewbjn ke
lotasi proyek jugh didampingi
Wakil Bupati Buleleng Nyoman
Sutjidra, Camat Gerolgai< putu
Ariadi Pribadi, dan Kapolsek

;dt Celukan Bawang,
Adnyana TJ. Di lokasi
ihat tumpukan besi

ngingatkan agar
royek dihentikan

ihat tumpukan besi
rng pada sisi selatan
,'e[. Kapal tongkang
pipa berukuran besar
rklsandar di sekitar
)angunan dermaga.

ntuk itu, pihaknya
III Surabaya
Bawang.dan

tng pada sisi lindo
kan

sana proyek agar
pemerintah daerah
proyek tidak main

Wabup Nyor4an n. "Saya setuju

kalau ada
dewan dan
apa yang
Bawang. H
daerah dfn
ing-kuci{rgan
pantau pPkerj
padahal
dang d

Sebel Pemkab Buleleng
mem Pemerintah pusat
melalui hub mengevalu-

Celukan Bawang.ast
Masala RIP yang sedang

belum mengako-
ngan Perda RTRW

dalam
modir

uncul setelah PT
rbaya bersiap mem-
aga curah cair di
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li pemeriqtah
berusaha'kuc-
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